BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR !9 TAHUN 2025
TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai
dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan secara
tertib, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat dipandang perlu mengatur tentang
Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi
Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Nomo.r 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran N
. ! e
Republik Indonesia Nomor 6736); i

Mengingat i &

Undang

39, i
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O

Q.

!

Noino | Tahun 2004 tentang

Negara  (Lembaran  Negara Republik
~Tambahan Lembaran

Undang Undang

Perhendaharaan

] '

Indoneata Tahun 2004 Nomor O ' ' .
i r Al I3

Negarn Republile Indonesin Nomor 4.45b5) sebagaimana

(elahr divthah beberapa kali foralkhir dengan Urld;‘mg-.
Undang  Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hm‘momsu‘sn
Peraturan  Perpajakan  (Lembaran Negara Republik
Indoneasia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
Nomor 32  Tahun 2008 tentang

Pembentukan  Kabupaten DBuru  Selatan di Provinsi
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia ’l‘ahl{n
2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4878);
Undang - Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor;
[13/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
K.m;ungan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara,.
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

Undang-Undang
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ').03(1).
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

10.

Nomor 157);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 181/PMK.05/2019 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Perarturan Menteri
Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1133);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39

Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru
Selatan Tahun 2012 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Nomor 40);

11.

12.

13.

14.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buru Selatan.
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Daerah yang selanjutnya

Dewan Perwakilan Rakyat . _
Perwakilan Rakyat

disingkat DPRD adalah Dewan
Daerah Kabupaten Buru Selatan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Buru Selatan. ‘ .
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya (hsn‘.\gkat
OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah

Kabupaten Buru Selatan.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala

Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Buru Selatan. _ o
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas Negara lainnya dan diberikan penghasilan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan
pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemeﬁntah daerah yang dibahas dan disetujui
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen Pelaksana_an Angggrgn Organisasi Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja OPD
atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pengguna Anggaran adalah kepala organisasi
ganisasi perangk
daerah selaku pengguna anggaran. . o
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alanan dinas dalam negert yang selanjutnya disebhul
adalah  perjalanan  keluar  tempal
dalam  wilayah  Republik

14. Perj
perjalanan dinas
kedudukan yang dilakulkan
Indonesia untuk kepentingan daerah.

15. Perjalanan dinas jabatan adalah
melewati batas kota dan/ atau dalam kota dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanalkan tugas,
dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam
negeri.

16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SP1
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati/Wakil
Bupati dan atau Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD,
serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja.

17. Surat Perintah Perjalanan
disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Sekretaris Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PPPK.

18. Pelaksana perjalanan dinas adalah Pimpinan dan
Anggota DPRD, PNS, PPPK, dan atau orang tertentu yang
karena sesuatu hal yang penting melaksanakan
perjalanan dinas.

19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah
dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan

dibayarkan sekaligus.
20. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan
bukti pengeluaran yang sah.

2]1. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya
perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan bukti

pengeluaran yang sah.
22. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
23. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan
perjalanan dinas.

perjalanan  dinas

Dinas yang selanjutnya

BAB 11
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan
dgn ~ pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi
Bmplnm dan Anggota DPRD, PNS, dan PPPK yang
dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2026.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
. ada ayat
adalah perjalanan dinas jabatan. . o N
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BAB I
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan
prinsip sebagai berikut:
a. selektif, yaitu hany
tinggi dan  prioritas  yang
penyelenggaraan pemerintahan;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan
pencapaian kinerja Lembaga dan Organisasi Perangkat

Daerah;
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas = pemberian perintah pelaksanaan
perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan

dinas.

memperhatikan

a untuk kepentingan yang sangat
berkaitan  dengan

BAB 1V
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:

a. perjalanan dinas jabatan ke luar daerah;

b. perjalanan dinas jabatan di dalam daerah; dan
c. perjalanan dinas jabatan ke luar negeri.

(2) Perjalanan dinas jabatan ke luar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas
ke luar wilayah Kabupaten Buru Selatan.

(3) Perjalanan dinas jabatan di dalam daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas
di dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan.

(4) Perjalanan dinas jabatan ke luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah perjalanan dinas
ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Apabila perjalanan dinas hendak dilakukan oleh Pegawai
Negeri Sipil dan PPPK, maka pejabat yang bersangkutan
harus terlebih dahulu mendapat SPT dan SPPD dengan
mekanisme sebagai berikut:

(1) Pimpinap dan Anggota DPRD mendapat SPT dari
Ketua/Pimpinan DPRD, sedangkan SPPD diterbitkan
oleh Sekretaris DPRD.

(2) Pejabgt Eselon II mendapat SPT dari Bupati/Wakil
gupatl, sedangkan SPPD diterbitkan oleh Sekretaris

aerah.
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i ' i imaksud pada ayat (1)
3) Apabila Pejabat sebagaimana dima
e tigak berada di tempat, maka SPT maupun SPPD

diterbitkan oleh Sekretaris Daerah. _ .
Pejabat Eselon Il selaku Kepala E.Saglan di Setda, SPT
dan SPPD diterbitkan oleh Sekretaris Daerah. '
i i Sipi i Tidak Tetap, selain
5) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawal
- yang dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5.), SR’F maupun
SPPD pejabat yang bersangkutan diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(4)

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari komponen-
komponen sebagai berikut:
a. biaya transportasi,
b. uang harian;
c. uang representasi; dan
d. biaya penginapan,;
(2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri atas:
a. biaya dari tempat kedudukan sampai ke tempat

tuyjuan keberangkatan dan kepulangan termasuk
biaya terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan (termasuk biaya
dari Bandara/Pelabuhan ke Hotel/ Penginapan dan
atau tempat menginap lainnya pergi pulang);

b. retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus
/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan
kepulangan;

c. khusus untuk biaya taksi dari dan ke bandara/
pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di
atas, dipertanggung jawabkan tanpa melampirkan
bukti dan dianggap sebagai biaya tetap. dengan
maksimal penggunaan 4 (empat) kali.

(3) L{ang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
diperuntukan untuk: ’
a. uang makan;
b. uang transportasi lokal; dan
Cc. uang saku.

(4) Uang representasi sebagaimana dimaks
esen ud pada ayat (1
huruf ¢, diberikan kepada pimpinan dan anggota I}ZI)PR(D)

serta pejabat eselon II selama j
o melakukan perjalanan

(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, merupakan big i
i laya yang diperlukan untuk
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(6)

(7)

(8)

(2)

a. di hotel; dan

b. di tempat penginapan lainnya. -
Dalam hal tidak menggunakan penginapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai

berikut: .
a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh

persen) dari tarif hotel di kota te‘mpat tujuan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Il
Peraturan Bupati ini; dan
b. biaya penginapan sebagaimana tercantum pada
ketentuan a berlaku bagi daerah-daerah atau
tempat-tempat kunjungan yang tidak memiliki
tempat untuk menginap seperti hotel atau
penginapan lainnya atau yang memiliki tempat
menginap tetapi tidak digunakan.
Perhitungan biaya perjalanan dinas untuk komponen
uang harian, uang penginapan dan uang representasi
dihitung sesuai dengan lamanya waktu melakukan
perjalanan dinas.
Mengingat moda transportasi reguler dari Kota
Kabupaten ke Kecamatan dan sebaliknya tidak tersedia,
serta sarana penginapan di Kecamatan belum juga
tersedia, maka untuk komponen biaya perjalanan dinas
dalam daerah hanya terdiri dari biaya transportasi dan
lumpsum, dan dipertanggung jawabkan sebagai biaya
tetap.
Khusus untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri
mengikuti ketentuan biaya perjalanan dinas yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima)

tingkat, yaitu:

a. tingkat A untuk Pimpinan DPRD dan Sekretaris
Daerah;

b. tingkat B untuk Pejabat Eselon IIlb dan Anggota
DPRD;

c. tingkat C untuk Pejabat Eselon Il dan atau PNS
Golongan 1V;

d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan PNS
Golongan III ; dan

e. tingkat E untuk PNS Golongan II dan I serta PPPK
dan Non PNS Lainnya.

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pagal S5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dengan ketentuan sebagai berikut: ;

a. pil?ya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya
rili;
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b. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan

merupakan batas tertinggi,

uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi; dan

uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil
dan merupakan batas tertinggi.

Rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

d.

(3)

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :
(1) Perjalanan Dinas Luar Daerah:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada

jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, workshop, studi banding,

magang, pameran, cek up, koordinasi dan

konsultasi;
c. memperoleh  pengobatan  berdasarkan  surat

keterangan dokter karena mendapat cedera pada
waktu/karena melakukan tugas dinas;

d. mengikuti lomba,;
e. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
f.  memenuhi panggilan dari aparatur penegak

hukum, pengadilan dan lainnya.

(2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
a. kunjungan kerja;
b. seminar, work shop;
c. jaring aspirasi masyarakat;
d. musyawarah perencanaan pembangunan;
e. pemeriksaan,;
f.  monitoring dan evaluasi;
g. penelitian dan survey;
h. pembinaan, sosialisasi, pelatihan, penyuluhan,
bimbingan teknis;
sensus, inventarisasi, pendataan, dan penyaluran
bantuan, evakuasi; dan
j. lomba desa.

(3) Perjalanan dinas luar negeri:
pameran;

forum bisnis;

studi banding; dan
studi pendalaman.

b o

O o

Pasal 9

Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan menggunakan kapal
laut/ supgai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh
empat) jam, selama waktu transportasi tersebut hanya

diberikan uang harian.
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erjalanan Dinas jabatan dibayarkan sebelum

n dinas dilaksanakan.
nas jabatan harus segera

i j ' bagaimana
dilaksanakan, biaya perjalanan dlpas se
dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah

perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

(1) Biaya P
perjalana .
(2) Dalam hal perjalanan di

Pasal 11

perjalanan dinas jabatan
ditetapkan dalam SPT/ SP}’D
oleh kesalahan/ kelalaian

pelaksana perjalanan dinas, kepada pejabat tersebut
dapat diberikan tambahan uang harian sebesar 50%
dan biaya penginapan sebesar 70% untuk perjalanan
dinas luar daerah untuk tambahan maksimal sebesar 3
(tiga) hari.

(2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan
melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/ SPPD
dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian
pelaksana perjalanan dinas, kepada pejabat tersebut
dapat diberikan tambahan lumpsum sebesar sebesar
60% untuk perjalanan dinas dalam daerah untuk
tambahan maksimal sebesar 2 (dua) hari.

(3) Kelebihan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi
terkait.

(4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari
jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD,
pelak§ana perjalanan dinas harus mengembalikan
kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi yang telah diberikan.

(5) Perjglzfman Dinas dalam Kabupaten Buru Selatan, dalam
hgl ini Kecamatan Namrole hanya berlaku Uang Harian.
Biaya Transportasi dapat diberikan jika Perjalanan
Dinas dilakukan di beberapa daerah yang jauh atau

sulit dijangkau namun berada di dalam Kecamatan
Namrole.

(1) Dalam hal jumlah hari
melebihi jumlah hari yang
dan tidak disebabkan

Pasal 12

Biaya perjalanan dinas jabatan dibeb
ankan pada Dokum
Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja penerbit SPPD. .

BAB VI
BATAS WAKTU PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13
(1) Batas waktu perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
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a. perjalanan dinas di luar provinsi maksimal

dilakukan selama 5 (lima) hari; .

b. perjalanan dinas di Ibu Kota _Provins'l dan
kabupaten/kota lain dalam Provinsi maksimal 4
(empat) hari kecuali untuk Kabupaten Buru
maksimal dilakukan selama 3 (tiga) hari ; dan

c. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Buru
Selatan maksimal 3 (tiga) hari, kecuali perjalanan
dinas tujuan Kecamatan Kapala Madan dapat
dilakukan maksimal 4 (empat) hari.

(2) Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas ternyata
ada kegiatan lain untuk beberapa hari kedepan setelah
berakhirnya perjalanan dinas semula, maka berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a. bagi pelaksanaan perjalanan dinas luar provinsi
dapat diberikan tambahan hari perjalanan dinas
maksimal 3 (tiga) hari;

b. bagi pelaksanaan perjalanan dinas dalam Provinsi
dapat diberikan tambahan perjalanan dinas
maksimal 2 (dua) hari;

c. untuk tambahan hari perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, kepada
pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya
tambahan antara lain; uang harian, biaya
penginapan, dan uang representasi yang besarnya
sesuai dengan tambahan hari perjalanan dinas; dan

d. kegiatan lain dimaksud dibuktikan dengan
undangan dari penyelenggara disertai dengan surat
tugas dari pejabat berwenang.

(3) Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar
daerah terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan baik
itu di Ibu Kota Provinsi atau di luar Provinsi, maka
lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan b, dan apabila melebihi waktu
tersebut, dihitung 70% uang harian dan 70% uang
perll(ginapan untuk maksimal 4 (empat) hari tambahan
waktu.

(4) Khusus untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten Buru
Selatan dalam rangka pemeriksaan Inspektorat, survey
pepeliﬁan, sensus, dan tugas-tugas lain yang oleh’
pejabat berwenang dianggap memakan waktu yang
cgkup lama, maka dapat diberikan waktu perjalanan
dinas maksimal 10 (sepuluh) hari.

(5) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat diatur
sebagai berikut:

a. kggiatan diklat yang mewajibkan peserta membayar
biaya kontribusi, maka kepada pejabat yang
ber§angkutan diberikan uang hotel dan uan
harla‘m‘ sebesar 2 (hari) bagi pelaksanaan dgi
provinsi Maluku, dan 4 (empat) hari bagi
pelaksanaan diklat diluar provinsi, dan selebihnygg

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

% (dua puluh per seratus) uang

ikuti Diklat; dan
membebani peserta

maka kepada yang

hanya diberikan 20

harian selama meng
b. kegiatan diklat yang tidak

dengan Dbiaya kontribusi,

persangkutan mendapat biaya penginapan selama
uang harian dan uang

mengikuti diklat, sedangkan 1arie
representasi bagi pejabat eselon Il diberikan sebesar
Provinsi dan 4 (empat)

2 (hari) bagi pelaksanaan di

hari bagi pelaksanaan diklat diluar Provinsi,
selebihnya hanya diberikan 30% (tiga puluh per
seratus) uang harian selama mengikuti diklat.

(6) Terhadap tugas-tugas pemerintah daerah yang perlu
diselesaikan/ disesuaikan baik dengan pemerintah
Provinsi atau instansi vertikal lainnya, serta
pelaksanaannya harus di luar Kabupaten Buru Selatan
dan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka

dapat

kepada pelaksana perjalanan dinas
dipertimbangkan oleh Sekretaris Daerah/Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan cara
menerbitkan SPT/ SPPD Tambahan untuk waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari perjalanan dinas terhitung sejak
keberangkatan dari tempat kedudukan.

(7) Dalam hal perjalanan dinas yang kegiatannya melebihi
batas waktu maksimal jumlah hari perjalanan dinas
maka waktu dan biaya perjalanan disesuaikan dengan
jangka waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud.

BAB VII
PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

(1) tljextnbayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam
atas pagu anggaran yang tersedi -
batas jag yang sedia dalam DPA-OPD

(2) Pembayaran biaya perjalanan dina

‘ : s kepada pelaksana
perjalanan dinas paling cepat 2 (dua) hari ker;j
perjalanan dinas dilaksanakan. . Wik ke

(3) Biaya perjalanan dinas di

' ibayarkan sebe 9
(sembilan pulqh perseratus) dari total biaya ::I;alagnoaﬁ
pgda saat perjalanan dinas hendak dilaksanakan, dan
ts)lesanya dibayarkan pada saat pejabat ’yan
kerr)za:jr;gl;tsgaharmer&yampaikan pertanggungjawabarg1

. . :
by isertai dengan daftar perhitungan

4 P i

(4) df;?tl;egargn _90% seb?.gmmana dimaksud pada ayat (3
e m bg ari tota_l biaya perjalanan dinas dan dib -

m bentuk panjar kepada pelaku perjalanan S
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Pasal 15
(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui

mekanisme UP.
Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang

- dibavarkan kepada pelaksanan perjalanan dinas
melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang
seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebih:?m biaya
perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetor ke
bendahara pengeluaran OPD/ unit kerja yang
bersangkutan.

(3) Dalam hal belanja perjalanan dinas jabatan yang

anan dinas kurang

dibayarkan kepada pelaksana perjal
dari yang seharusnya, bendahara pengeluaran

membayar kekurangan tersebut setelah  pelaku
perjalanan membuat daftar perhitungan rampung.

Pasal 16

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan
dinas jabatan atas perintah dari pemberi tugas, biaya
pembatalan dapat dibebankan pada DPA-OPD
berkenaan.

(2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-
OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut:
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya

penginapan; dan
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau
biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/

refund.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

(1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggung jawabkan
pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas
dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan dokumen berupa:

a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana
perjalanan dinas;

b. SPPD yang telah ditandatangani oleh atasan
pelaksana perjalanan dinas dan pejabat di tempat
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang
menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi
dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
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d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap

lainnya; dan ‘
e. daftar pengeluaran rill (daftar perhitungan rampung).
Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/ anggota

3
- DPRD dipertanggung jawabkan secara at cost
(pengeluaran riil).
(4) Khusus untuk perjalanan dinas dalarr_l daerah, maka
jawaban biaya perjalanan dinas

pertanggung '
disesuaikan dengan pertanggungjawaban secara at cost

(pengeluaran riil).

Pasal 18
Pihak-pihak yang melalukan pemalsuan dokumen, kenaikan
dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas
rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggung jawaban
perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh
daerah, pelaksana perjalanan bertanggung jawab sepenuhnya

atas tindakan yang dilakukan.

BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 19
(1) Biaya perjalanan dinas untuk Dharma Wanita meliputi:
Ketua Dharma Wanita setara eselon IlI/a golongan

IV; dan
b. Unsur pengurus lainnya setara eselon IV golongan

I1I.
(2) Biaya perjalanan dinas untuk PKK meliputi:
a. Unsur Ketua PKK setara eselon II/b; dan
c. Unsur Pengurus lainnya setara eselon IV golongan

II1.
(3) Biaya penginapan bagi Ajudan Bupati/Wakil Bupati
menyesuaikan dengan tempat dimana Bupati/Wakil
Bupati menginap (harga kamar paling terendah di hotel

dimaksud).

a.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Buru Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Tidak
Tetap Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2024 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

[
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Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal {6 September 2025

el \f

’( “. LA HAMIDI

Diundangkan di Namrole
pada tanggal (9 September 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR (9
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Standar Biava Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi

) ) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Pejabat | Eselon 11 / Golongan | Eselon IV / Golongan ASNI Nm:' S[ruk““""'}
o Jenis Perjalanan Pejabat Eselon 11/a Eselon 11/b IV / Fungsional Gol. IV | Il / Fungsional Gol. 11 |~ Golongan II/I dan
o PTT/Non Pegawai
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
5 = 3 4 5 6 7
1 |ACEH
- Uang Harian 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000
- Uang Penginapan 4.420.000 3.526.000 1.294.000 556.000 556.000
- Biaya Tiket Pesawat 13.573.000 13.573.000 13.573.000 13.573.000 13.573.000
- Biaya Taksi (1 kali) 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000
- Uang Representasi 250.000 150.000 - - -
2 |SUMATERA UTARA
- Uang Harian 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
- Uang Penginapan 4.960.000 1.518.000 1.100.000 530.000 530.000
- Biaya Tiket Pesawat 15.157.000 15.157.000 15.157.000 15.157.000 15.157.000
- Biaya Taksi 308.000 308.000 308.000 308.000 308.000
- Uang Representasi 250.000 150.000 - >
3 |RIAU
- Uang Harian 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
- Uang Penginapan 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.000
— 7.000 12.097.000 12.097.000 12.097.000 12.097.000
- Biaya Tiket Pesawat 12.097.0
Biaya Taksi 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000
- Uang Representasi 250.000 150.000 = = E

k 4
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Ne. Jenis Perjalanan l;l'::::ll::::';‘ L:-Il'(",lll)lil/‘::] A"m";““ resp-tongmny Lopyecged (-'”l”.”p""” Emelon IV / Hul""'i’,*’lrl \(‘::,.I'::':l:’lrl"‘:,:Innln’l
selo selon [1/b IV / Fungsional Gol. IV | 11l / Fungsional Gol. 11 P/ T-’:m P-l;mv.'-u
4 |KEPULAUAN RIAU e (Rp) (Rp) (Rp) #p.)
- Uang Hanan 370.000 370.000 170.000 370.000 570,000
- Uang Pengimapan 4.275.000 1.854.000 1.037.000 292.000 200008
- Biava Tiket Pesawat 11.969.000 11.969.000 11.969.000 11.969.000 11.969.000
- Biaya Taksi 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000
- g Suprecomeest 250.000 150.000
5 |JAMBI
- Uang Harian 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
- Uang Penginapan 4.000.000 3.337.000 1.212.000 550.000 580 000
- Biaya Tiket Pesawat 11.541.000 11.541.000 11.541.000 11.541.000 11.541.000
- Biaya Taksi 147.000 147.000 147.000 147.000 147 000
- UilLRepre.entn-' 250.000 150.000 -
6 |SUMATERA BARAT
- Uang Harian 380.000 380.000 380.000 380.000 350000
- Uang Penginapan 5.236.000 3.332.000 1.353.000 650.000 650,600
- Biaya Tiket Pesawat 12.033.000 12.033.000 12.033.000 12.033.000 12.033.000
- Biaya Taksi 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000
- UWM 250.000 150.000 - -
. -Smﬁmsurm 380.000 380.000 380.000 380.000 '5‘}(1 f'm()
- Uang Penginapan 5.850.000 3.083.000 1.571.000 861.000 . :-sn(‘. U‘..J()
- Biaya Tiket Pesawat 11.349.000 11.349.000 11.349.000 11.349.000 11 32?4(12
- Biaya Taksi 179.000 179.000 179.000 179.000 179.00
- Uﬂfepvwnmi 250.000 150.000 - -
® HNmG ian 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
.oy Penginapan 4.491.000 2.067.000 1.140.000 580.000 580.000
i Ufm‘ g 10.664.000 10.664.000 10.664.000 10.664.000 10.664.000
- Biaya Tiket Pesawat e soap— +68.000 168000
- Biaya Taksi 168.000 150-000 ) ) )
- Mcpremm 250.000 .
9 |BENGKULU —— 280,000 380.000 380.000 380.000
Mg S 2.071.000 1.628.000 1.546.000 anp— 630.009
- Uang Penginapan 11.702.000 11.702.000 11.702.000 11.702.000 11.702.000
- Biaya Tiket Pesawat —

! -
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— | - s » — N W, 4 » -
% o ' imp : DPRD Béjabat | ' |
. ~ . \JCIIIS anan *ﬂ%guta aba WHIIH / (1 =
L < P
: - : of o w '.r‘q e. v d;MEI/b - Fungslos(‘ml IV mn; Sionm 'an 1Y
t 4 - I wa
g | ' (Rp.) m ) ¥ P
15 DWW OGYAKARTA —~ s = o) Wg | Rp: (Rp.)
U - S ? -
» an” n1 ?n< . . 420.00 "000 . 420&0 420.0 120.000
‘ o ot gin 5.017.000 - .695.000 384.000 - 345.000 845.000
« |- Biaya Tiket t E i 345.000
& - wa 11.349.000 11.349.00 g 9.000 | gy 11.349.00 ‘ 11.349.000
—toe ’Wam“‘, , : 267.000 .- ™ o67.000 267.000 |, #2000 | 267.000
- | - U(m{r Representasi & 250.000 1" » ©150.000 =] s 8 - g s R, =
s 169 JAWA TIMUR,_ ~ - 2 ‘e 18 A Sa% : _ 3 - . 3 - 5
- Uang Harian > . 410.000 | * 410.000 410.000 410.000 410.000
" - Uang Penginapan 4.400.000 *1.605.000 1.076.000 664.000 . # 664.000
% |- Biaya Tiket Pesawat % 10.803.000 | 10.803.000 10.803.000 10.803.000 10.8081000
b Bi’wa Taksi 233.000 233.000 233.000 233.000 233.000
Representasi ' 250.000 ' 150.000 bo- ' 1 R
- Ua.n arian ! 480.00 = 480.000 0.000 pad 480.00 ! 0.000
- 910.00! 10.000
- Penginapan 4.890.000 1.946.000 0.000
. B .000 ks 10.054.000 B 1005400 101054.000
* Biaya Tiket Pesaw;ﬁ 10.054.000 4 0.054.000 | ® 10.( oo &27 o)
- 227,000 - “u =227.ogo ‘% _ -
= i e = - 48 A -
oo - 150.@-__ ? S - t
- c BARAT = . o ‘T'—T v T, ™ ‘_- r' > .- " s e .1
gl % ~G 440.000 440.000 440.000 440.000 440. oo(;:)O
g [ishlane Habian ; 3.500.000 | ¢ 2:648.000 1.415000 : - o >80.09%
g 12.311.000 12.311.000 | | 12.311.000 o ,12.311.000 12.311.000
- Biaya Transportasi '231 000 231.000 231.000 231.000 231.000
s A . . e & . 250.000 | . _150.000 . .-
- Uang Representasi N
19 |NUSA TENGGARA TIMUR 430.000 430.000 430.000 4;:60(?:0 55(;'000
i .355.000 .
4 s % - . 1 0 |
) t 0% SR #ede Tigoon|
(P B Y AR
B Rt e . P = e SRSE IR
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. Pimpinan DP, .
No. Jenis Perjalanan Pejzbat Eselfx?[;i/an Anggota DPRD Pejabat | Eselon [II / Golongan | Eselon IV / Golongan ASN Non Struktural
a Eselon II/b IV'/ Fungsional Gol. IV | IIl / Fungsional Gol, 11|  G0longan 11/1 dan
o) PTT/Non Pegawai
20 [KALIMANTAN BARAT = Rp.) (Rp) (Rp.) (Rp.)
- Uang Harian
380.000
- Penginapan s 380.000 380.000 380.000 380.000
: . .654.000 1.538.000 1.125.000 538.00
- Biaya Tiket Pesawat -000 538.000
'. Biaya Taksi 11.862.000 11.862.000 11.862.000 11.862.000 11.862.000
s _ 171.000 171.000 171.000 171.000 171.000
ang Representasi 250.000 150.000 i )
21 |KALIMANTAN TENGAH '
- Uang_ Harian 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000
- Pz‘angmépan 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 659.000
- Bl-aya Tiket Pesawat 12.065.000 12.065.000 12.065.000 12.065.000 12.065.000
- Biaya Taksi 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000
- Uang Representasi 250.000 150.000 4 < -
22 |KALIMANTAN SELATAN
- Uang Harian 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
- Penginapan 4.797.000 3.316.000 1.500.000 540.000 540.000
- Biaya Tiket Pesawat 12.076.000 12.076.000 12.076.000 12.076.000 12.076.000
'- Biaya Taksi 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
- Uang Representasi 250.000 150.000 - - -
23 |KALIMANTAN TIMUR
- Uang Harian 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000
- P inapan 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000
g 2.878.000 12.878.000 12.878.000
Bi Tiket P t 12.878.000 12.878.000 12. ;
. Blaya Tali - 533.000 533.000 533.000 533.000 533.000
'- Biaya si ' ’ H
ol . 250.000 150.000 - .
- Uang Representasi
24 [KALIMANTAN UTARA — — J—— 430000 430.000
PN 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.022
- Penginapan 13.138.000 13.138.000 13.138.000 13.138.000 13.132.(0)00
- Biaya Tiket Pesawat 218.000 218.000 218.000 218.000 218.
ek pacign . 250.000 150.000 - -
- Uang Representasi
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No. P — I)Il):r::l‘::::l}‘zl;f:[;i;:] /\ng_goll:a' DPRD Pejabat | Eselon 111 / Golongan | Eselon IV / Golongan ASNI Nur} Strukufral
! Eee sselon 11/b IV / Fungsional Gol. IV | Il / Fungsional Gol. 111 olongan I1/1 dan
PTT/Non Pegawai
25 |SULAWESI UTARA (Bp) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
- Uang Harian
- Penginapan 42?8882 2327;(;0(;)000 3‘:204.»0(;)(;)0 proese oo
- Biaya Tiket Pesawat 14 183.000 14 .183 600 14.183 0 782.000 782'00.0
. % i . i X .000 14.183.000 14.183.000
'- Biaya Taksi 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000
- Uang Representasi 250.000 150.000 | 1 1
26 |GORONTALO
- Uang Harian 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
- Penginapan 4.168.000 2.549.000 1.431.000 764.000 764.000
- Biaya Tiket Pesawat 13.905.000 13.905.000 13.905.000 13.905.000 13.905.000
'- Biaya Taksi 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000
- Uang Representasi 250.000 150.000 - 4 4
27 |SULAWESI BARAT
- Uang Harian 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000
- Penginapan 4.076.000 2.581.000 1.075.000 704.000 704.000
- Biaya Tiket Pesawat 13.948.000 13.948.000 13.948.000 13.948.000 13.948.000
'- Biaya Taksi 313.000 313.000 313.000 313.000 313.000
- UMpremnmd 250.000 150.000 - -
28 |SULAWESI SELATAN
- Uang Harian 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000
- Penginapan 4.820.000 1.550.000 1.020.000 732.000 732.000
- Biaya Tiket Pesawat 8.002.000 8.002.000 8.002.000 8.002.000 8.002.000
. Biaya Taksi 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000
- Uwresentasi 250.000 150.000 3 k
= -S 32‘::::1: i 370.000 370.000 370.000 370.000 37_0.000
- Penginapan 2.309.000 2.027.000 1.567.000 951.000 951.000
i e _P 8.140.000 8.140.000 8.140.000 8.140.000 8.140.000
- Biaya Tiket Pesawat " g 165.000 165.000
'- Biaya Taksi 165.000 165. " -
i 250.000 150.000 -
- Uang Representasi

b4
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Pimpinan DPRD dan

Anggota DPRD Pejabat

Eselon III / Golongan

Eselon IV / Golongan

ASN Non Struktural
Golongan II/1 dan

No. i ; :
Jenis Perjalanan Pejabat Eselon II/a Eselon II/b IV / Fungsional Gol. IV | III / Fungsional Gol. III :
PTT/Non Pegawai
30 |SULAWESI TENGGARA Re) (Rp Re.) (Rp) [Rp.)
: g:;;izr;n 2 Z:gggg e A0 3_30-000 380.000
- Biaya Tiket Pesawat sy RGO 1.297.000 786.000 786.000
. ‘ 6.824.000 6.824.000 6.824.000 6.824.000 6.824.000
- Biaya Taksi 171.000 171.000 171.000 171.000 171.000
- Uang Representasi 250.000 150.000 5 ] ;
31 |MALUKU UTARA
- Uang Harian 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000
- Penginapan 3.440.000 3.175.000 1.073.000 600.000 600.000
- Biaya Tiket Pesawat 6.022.000 6.022.000 6.022.000 6.022.000 6.022.000
‘- Biaya Taksi 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
- Uang Representasi 250.000 150.000 - . -
32 |PAPUA
- Uang Harian 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000
- Penginapan 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000 1.038.000
- Biaya Tiket Pesawat 9.434.000 9.434.000 9.434.000 9.434.000 9.434.000
'- Biaya Taksi 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000
- Uang Representasi 250.000 150.000 - 5 -
. ??Jpag:r?ﬂ 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000
- Penginapan 5.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000 967.000
i i 7.177.000 7.177.000 7.177.000 7.177.000 7.177.000
s Bllaya Tiket .Pesawat ——— m————_e 456900 236.000 236.000
e resion : 250.000 150.000 4 - -
- Uang Representasi
34 |PAPUA BARAT DAYA SE— — 580.000 580.000 580.000
p Beng fesre 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000 967.000
- Penginapan 5.637.000 5.637.000 5.637.000 5.637.000 5.63;.2(;(())
- Biaya Tiket Pesawat -513.000 oviguons 513.000 513.000 513. 1
- Biaya Taksi ; 250.000 150.000 3 -
- Uang Representasl

=
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Pimpi oD de )
— Jenis Perjalanan }I’I:zgu:nEDIILD dan | Anggota DPRD Pejabat | Eselon Il / Golongan | Eselon IV / Golongan ASN Non Struktural
jabat Eselon I1/a Eselon II/b IV / Fungsional Gol. IV | Iil / Fungsional Gol. i |~ Glongan I1/1 dan
PTT/Non Pegawai
Rp.
35 |PAPUA TENGAH Bp) Rp.) Rp.) (Rp.) (Rp.)
- Uang Harian
g 580.000 580.000 580.000 580.000 580
- Penginapan .000
- Biava Tiket P . 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000 1.038.000
Bi - Rapid o 9.177.000 9.177.000 9.177.000 9.177.000 9.177.000
y S— _ 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000
- Uang Representasi 250.000 150.000 ; | 1
36 |PAPUA SELATAN
- Uang Harian 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000
- Penginapan 5.673.000 4.877.000 3.706.000 1.526.000 1.526.000
- Biaya Tiket Pesawat 11.177.000 11.177.000 11.177.000 11.177.000 11.177.000
- Biaya Taksi 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000
- Uang Representasi 250.000 150.000 4 . :
37 |PAPUA PEGUNUNGAN
- Uang Harian 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000
- Penginapan 5.711.000 4.911.000 3.731.000 1.536.000 1.536.000
- Biaya Tiket Pesawat 13.177.000 13.177.000 13.177.000 13.177.000 13.177.088
'- Biaya Taksi 513.000 513.000 513.000 513.000- 513.0
- U_a_nglicpresentasi 250.000 150.000 -
- T1 BURU SELATAN,
1//;"“) \Lb,:/
/] &
RPKAD
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN

NOMOR (9 TAHUN 2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Standar Biava Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Tingkat Perjalanan
No. Tujuam Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan | Eselon III / Golongan IV / | Eselon IV / Golongan III .
Pejabat Eselon II/a Pejabat Eselon II/b Fungsional Gol. IV / Fungsional Gol. III/11/1 FER/Non Pegemrai
1 2 3 4 5 6 7
1 |LEKSULA

- Uang Harian 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
- Biaya Transportasi 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00
- Biaya Penginapan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 667.000,00 600.000,00
- Uang Representasi 150.000,00 150.000,00 - - =

2 |FENA FAFAN
- Uang Harian 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
- Biaya Transportasi 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00
- Biaya Penginapan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 667.000,00 600.000,00
- Uang Representasi 150.000,00 150.000,00 - - -

3 |WAESAMA
- Uang Harian 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
- Biaya Transportasi 3.000.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00
- Biaya Penginapan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 667.000,00 600.000,00
- Uang Representasi 150.000,00 150.000,00 - - -

4 |AMBALAU
- Uang Harian 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
- Biaya Transportasi 4.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00
- Biaya Penginapan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 667.000,00 600.000,00
- Uang Representasi 150.000,00 150.000,00 - - =
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN

NOMOR

19  TAHUN 2025

TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Standar Biaya Perjalanan Dinas di Luar Daerah Dalam Provinsi

TINGKAT BIAYA
Bsarsivicai Eselon III / Eselon IV / v )
NO. JENIS PERJALANAN Pei_’abZ?E;ii/ Agiﬁ";aejgl‘::t]) F?l(r)lkg):icg;ir;ll\(g O/L Fif;;liiizllg ({1. Goit;‘;:rtluﬁaéan KETERANGAN
II/a Eselon II/b v 1 I serta P'I"I‘/.Non
Pegawai
1 2 3 4 S 6 4 8
II
1. Uang Harian Rp 380.000 | Rp 380.000 | Rp 380.000 | Rp 380.000 | Rp 380.000 per hari
2. Biaya Penginapan Rp 3.467.000 | Rp  3.240.000 | Rp  1.059.000 | Rp 667.000 | Rp 600.000 per hari
3. Biaya Sewa Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - per hari
4. Uang Representasi Rp 250.000 | Rp 150.000 | Rp - Rp - Rp - per hari
5. Uang Transportasi
a. Kota Ambon Rp 3.200.000 [ Rp  2.400.000 | Rp  2.400.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 1 kali (PP)
b. Kota Tual dan Maluku Tenggara Rp 6.700.000 | Rp  5.600.000 | Rp  5.600.000 [ Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 1 kali (PP)
d. Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rp 7.200.000 [ Rp  6.200.000 | Rp  6.200.000 [ Rp 5.500.000 [ Rp 5.500.000 1 kali (PP)
e. Kepulauan Aru Rp  7.200.000 | Rp 6.200.000 | Rp  6.200.000 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 1 kali (PP)
f. Kabupaten Maluku Barat Daya Rp 8.700.000 | Rp  7.400.000 | Rp  7.400.000 | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 1 kali (PP)
g. Kabupaten Maluku Tengah dan SBB | Rp 4.700.000 | Rp  3.600.000 | Rp  3.600.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 1 kali (PP)
i. Kabupaten Seram Bagian Timur Rp 6.200.000 [ Rp  5.100.000 [ Rp  5.100.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 1 kali (PP)
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lj. Kabupaten Buru Rp  2.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp  1.500.000 | Rp 1.000.000 [ Rp 1.000.000 1 kali (PP)
6. Biaya Rapid Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp  250.000 | Rp  250.000 1 kali (PP)
, ___/BUPATI BURU SELATAN,
A ,f?/z,
/}’//;"ﬁ d
i 1 [~/
BPrAD

LA HAMIDI
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI A

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PE

PARATUR SIPIL NEGARA
RWAKILAN

RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

A. Satuan Biaya Uang Harian Diklat

No. Propinsi Satuan Diklat
1 _|Aceh OH Rp ... 110.000,00,
2 |Sumatera Utara OH Rp.....110:000,00
3 . |Riau OH Rp 110000'00
4 |Kepulauan Riau OH Rp 110000'00
S . |Jambi OH Rp 110.000,00,
6 |Sumatera Barat OH Rp 110000'00
7 |Sumatera Selatan OH Rp 1 10000'00
8 |Lampung OH Rp _ 110.000,00
9 |Bengkulu OH Rp 110.000,00
10 |Bangka Belitung OH Rp........120.000,00,
11 |Banten OH Rp 110.000,00,
12 |Jawa Barat OH Rp 130.000,00
13 |D.K.I Jakarta OH Rp 160.000,00
14 |Jawa Tengah OH Rp 110.000,00
15 [D.I Yogyakarta OH Rp 130.000,00
16 |Jawa Timur OH Rp 120.000,00
17 {Bali OH Rp 140.000,00
18 |Nusa Tenggara Barat OH Rp 130.000,00
19 [Nusa Tenggara Timur OH Rp 130.000,00
20 |Kalimantan Barat OH Rp 110.000,00
21 |Kalimantan Tengah OH Rp 110.000,00
22 |Kalimantan Selatan OH Rp 110.000,00
23 |Kalimantan Timur OH Rp 130.000,00
24 |Kalimantan Utara OH Rp 130.000,00
25 [Sulawesi Utara OH Rp 110.000,00
26 |Gorontalo OH Rp 110.000,00
27 |Sulawesi Barat OH Rp 120.000,00
28 |Sulawesi Selatan OH Rp 130.000,00
20 |Sulawesi Tengah OH Rp 110.000,00
30 |Sulawesi Tenggara OH Rp 110.000,00
31 [Maluku OH Rp 110.000,00
32 [Maluku Utara OH Rp 130.000,00
33 |Papua oH Rp 170.000,00
34 |Papua Barat OH Rp 140.000,00
AF KOO
!
[ R A
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TR

KAPALA MADAN

- Uang Harian 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
- Biaya Transportasi 9.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.500.000.00
- Biaya Penginapan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 667.000,00 600.000.00
- Uang Representasi 150.000,00 150.000,00 - - -
NAMROLE |
- Uang Harian 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 |
- Biaya Transportasi 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 230.000.00 |
- Uang Representasi 150.000,00 150.000,00 - = -
(Transport lokal dan uang saku) |

| 7( LA HAMIDI
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